BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Barang tambang adalah sumber daya alam yang merupakan anugerah
Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola agar
memudahkan hidup manusia. Ada sejumlah ayat al-Qur’an yang
mengungkapkan tentang bahan mineral dalam bumi yang dapat dieksplorasi

melalui proses pertambangan, yaitu :
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“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia
bersemayam di atas ‘arsy.Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan
apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik
kepada-Nya [1454]. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Hadid - 4)

Bahan tambang yang dapat dikelola itu bukanlah berlaku secara
individual, melainkan dikelola secara menyeluruh dan kolektif  agar
kemanfaatannya dapat berguna bagi seluruh umat manusia sebagai makhluk
Tuhan yang diamanati sebagai khalifah di bumi.

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, termasuk

bahan galian pertambangan. Sebagai sebuah Negara, Indonesia memiliki

' Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Diponegoro, 2012), 57;4.



ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan
sebagai modal pembangunan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI) 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI mengandung konsep yang berbeda dengan
konsep yang dianut oleh Negara lain, dimana jika ditemukan tambang dalam
wilayah tanah seseorang, maka tambang itu menjadi milik orang tersebut,
tetapi di Indonesia, berdasarkan konstitusi tidaklah demikian.” Pengertian Hak
Penguasaan Negara (HPN) adalah sebagai berikut :

1. Penguasaan semacam pemilikan Negara, artinya Negara melalui
pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk
menentukan hak, wewenang atasnya termasuk di sini, yaitu atas
bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.

2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan.

3. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan Negara untuk
usaha-usaha tertentu. *

Implikasi dari penerapan Pasal 33 ayat (3) ini adalah memberikan
wewenang penuh kepada Negara untuk menguasai, memiliki dan mengatur
pengelolaan sumber daya alam. Hal ini tidaklah serta merta dimaknai sebagai
sumber daya alam adalah milik Negara. Akan tetapi, Negara bertugas untuk

mengatur keadilan, keberlanjutan dan fungsi sosial sumber daya alam untuk

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
® Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), vi.
* Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, (Yogyakarta: Ull Press, 2004), 18.



sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Bahwa tujuan penguasaan negara atas
sumber daya alam ini adalah untuk menghilangkan pemusatan penguasaan
oleh seseorang atau sekelompok orang atas sumber daya alam, yang
dikhawatirkan akan mengancam tercapainya kesejahteraan rakyat dan
hilangnya fungsi sumber daya alam.’

Sumber daya alam Indonesia merupakan modal penting dalam
penyelenggaraan nasional. Energi dan sumber daya mineral memegang
peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini terbukti dari besarnya
peranan bidang energi dan sumber daya mineral sebagai penyedia energi,
sumber devisa, pendapatan Negara, bahan baku industri, pendukung
pengembangan wilayah, menciptakan lapangan pekerjaan dan pendorong
pertumbuhan bidang lainnya. Komoditi yang dihasilkan oleh sektor ini
menyumbang hampir mencapai 30% pendapatan Negara.’

Secara umum, industri pertambangan memberikan kontribusi yang
sangat berarti dalam ekonomi nasional. Pertambangan memunculkan peta
ekonomi baru di daerah yang dulunya terpencil menjadi pusat penyerapan
tenaga kerja langsung dan tidak langsung.” Dalam mengelola sumber daya
mineral yang tidak dapat diperbaharui ini, pemerintah menggunakan
instrumen perizinan untuk memperbolehkan atau memperkenankan seseorang
atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan usaha pertambangan.

Pengaturan tentang kegiatan pengelolaan pertambangan ini

sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang

> Andrian Sutedi, Hukum Pertambangan, 102.

® | Nyoman Nurjana, Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Adil, Demokratis, dan
Berkelanjutan : Perspektif Hukum dan Kebijakan, Makalah, 1.

” Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, 103.



Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan. Dalam undang-undang ini,
kewenangan perizinan usaha pertambangan bersifat sentralistik. Seiring
dengan munculnya undang-undang pemerintahan daerah pasca reformasi yang
berimplikasi adanya desentralisasi kekuasaan, sehingga hal ini berpengaruh
secara sangat signifikan terhadap undang-undang tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan.

Setelah disahkannya Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti dari Undang-Undang
No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, terjadi
perubahan sistem perizinan usaha pertambangan. Yakni dari sistem kontrak
karya dan perjanjian menjadi sistem perizinan. Sehingga pemerintah tidak lagi
dalam posisi sejajar dengan pelaku usaha, dan menjadi pihak yang memberi
izin kapada pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara. Undang-undang
tentang pertambangan mineral dan batubara mengandung pokok-pokok
pikiran sebagai berikut :*

a. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai
oleh Negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, bersama dengan pelaku usaha.

b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha,
yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan maupun
masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara

berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh

# Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
masing-masing.

c. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah,
pengelolaan  pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan
berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan -efisiensi yang
melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

d. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

e. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah
dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan
menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

f. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha
pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Setiap undang-undang yang dibentuk diharapkan mampu memberikan
kemanfaatan yang luas bagi seluruh rakyat. Dalam konteks ketatanegaraan,
undang-undang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang
diharapkan undang-undang tersebut mampu memberikan kemaslahatan secara
umum kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang merugikan
dan menimbulkan kontroversi, tidak akan mampu menjawab tuntutan
masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara merupakan peraturan yang mengatur dengan sangat urgen urusan

kekayaan bumi Indonesia berupa mineral dan batubara. Sebagaimana dalam



Pasal 33 ayat (3) UUD-NRI, kekayaan Negara seharusnya dimanfaatkan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang merupakan suatu tujuan
diundangkannya undang-undang minerba. Bahwa, memasukkan pertimbangan
maslahah sebagai kerangka acuan dalam merumuskan dan memecahkan suatu
persoalan hukum adalah keniscayaan, baik secara teologis maupun sosiologis.
Dengan model pendekatan yang lebih menekankan dimensi kemaslahatan,
tidak berarti bahwa sisi “legal-formal-tekstual” harus diabaikan. Ketentuan
legal-formal-tekstual yang valid harus menjadi acuan.’

Pada Pasal 37 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa IUP (Izin Usaha
Pertambangan) diberikan oleh Bupati/Walikota jika wilayah tambang berada
di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, IUP diberikan oleh
Gubernur jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota
dalam satu Provinsi. Selanjutnya, IUP diberikan oleh Menteri ESDM jika
wilayah tambang berada pada lintas wilayah Provinsi."

Kewenangan perizinan usaha pertambangan merupakan sebuah
instrumen tindakan pemerintah yang berdampak besar pada kemaslahatan dan
tidaknya bagi masyarakat. Seperangkat aturan hukum yang dalam
penerapannya ternyata mengorbankan kemaslahatan masyarakat selayaknya
perlu dihindari. Sebab, hukum seharusnya memberikan kemaslahatan
sebagaimana yang dikenal dalam filsafat hukum sebagai pandangan aliran

utilitarian. Pengaturan tentang kewenangan perizinan usaha pertambangan ini

 Amiur Nuruddin, Jtihad Umar bin Khattab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam,
(Jakarta; Rajawali Pers,n 1987), 35.
19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



menjadi persoalan yang krusial jika dihadapkan pada aturan tentang
Pemerintahan Daerah. Sehingga, tarik-menarik kepentingan menjadi sebuah
keniscayaan.

Menggunakan instrumen tentang teori kemaslahatan atau yang dalam
khazanah keilmuan hukum Islam dikenal sebagai mas/ahah ‘ammah untuk
membaca esensi dari undang-undang minerba bukanlah hal mustabhil.
Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam teori maslahah ‘ammah juga
kemaslahatan yang berlaku universal. Dimana kemaslahatan dalam soal
pengelolaan pertambangan itu menyangkut kemaslahatan berbasis ekonomi,
lingkungan dan sosial budaya. Menurut Wael B. Hallaq, teori mas/ahah
adalah domain hukum —dalam khazanah keilmuan Islam- yang mengalami
perkembangan yang sangat penting. Hallag mencatat, bahwa konsep mas/lahat
yang relatif sistematis dikemukakan oleh al-Gazali, meskipun sebelumnya
telah dirumuskan oleh Imam Malik. Selanjutnya, dalam perkembangannya
teori ini oleh al-Syatibi mampu dikembangkan dengan cara “mengawinkan”
dengan unik dan kreatif antara logika induksi dan doktrin mas/ahah.'
Menurut al-Gazali, maslahat ‘ammah adalah sesuatu yang menarik

"2 Dengan demikian,

kemanfaatan dan mencegah bahaya untuk umum.
instrumen perbuatan Pemerintah yang berupa kewenangan izin usaha

pertambangan sangat diharapkan mampu memberikan kemaslahatan sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"' Wael B. Hallaq, Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam, (USA; Variorum
Publishing Limited, 1994), 196.

'2 Abu Hamid al-Gazali, al-Mustasta fii ilm Ushl figh, juz 1, (Beirut;Muassah al-Risalah, 1997),
4109.



Lebih dari itu, Ibnu Khaldun menyatakan, suatu peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh suatu Negara harus mengandung kemaslahatan.
Jika suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat mengabaikan
kemaslahatan —berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun- , maka peraturan
tersebut harus dibatalkan. Atau lebih tepatnya digantikan dengan peraturan
yang baru yang mengandung kemaslahatan umat."

Sementara itu, Menurut E. Utrecht, izin (vergunning) adalah suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan
pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan peraturan perundang-undangan."® Izin sendiri, dibagi
menjadi tiga hal, yaitu lisensi yang secara umum pengertiannya adalah
memberi izin. Kedua, izin dalam bentuk konsesi, adalah kelonggaran atau
kemudahan setelah melewati proses diplomasi atau diskusi. Jenis izin yang
ketiga adalah dispensasi sebagaimana yang diungkapkan oleh W.K. Prins
adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-
undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa (relaxatio
legis)."”®

Memasuki era otonomi daerah, pemberlakuan asas desentralisasi
adalah keharusan. Philiphus M. Hadjon mengatakan, disentralisasi
mengandung makna bahwa wewenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tetapi

dilakukan juga oleh pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk

" Ibnu Khaldun, Al-Mugaddimah, Juz 111, (Beirut; Dar al-Fikr, t.t), 256.

1 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Ichtiar 1957), 187.

5 W.F.Prins dan R. Kosim Adisapoetra, Pengantar llmu Hukum Adminstrasi Negara, (Jakarta :
Pradya Paramita, 1983), 72.



satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih
rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagai urusan
pemerintahan.'® Sebagai contoh, pada tahun 2006, PT.Minarak Lapindo Jaya,
Porong, Sidoarjo, mengalami kebocoran pengeboran sehingga mengeluarkan
lumpur yang berdampak buruk bagi masyarakat sekitarnya. Sebagai sebuah
tambang berskala nasional, operasi pertambangan yang dilakukan PT.
Minarak Lapindo Jaya ini mulanya menggunakan instrument peizinan
pemerintah untuk melakukan pengeboran. Tentu saja tidak hanya melibatkan
izin dari Pemerintah Pusat, melainkan juga melalui izin dari Pemerintah
Daerah terkait dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang berlaku saat itu bahwa urusan pertambangan
merupakan  urusan pilihan bagi Pemerintah = Daerah. Persoalan
pertanggungjawaban ini berujung pada terbengkalainya penanganan
masyarakat terdampak dan pemberian ganti rugi. Sebab, sangat mungkin
sekali terjadi tarik-menarik pertanggungjawaban antara Pusat dan Daerah.
Kewenangan yang diberikan kepada Pusat maupun Daerah terkait dengan izin
usaha pertambangan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara sangat mungkin untuk menyelesaikan
persoalan ini, sesuai dengan kewenangan masing-masing tanpa adanya
tumpang tindih dan saling tarik-menarik kewenangan. Jika dihubungkan
dengan kasus PT. Minarak Lapindo Jaya sebagaimana contoh di atas, maka
selayaknya kewenangan perizinan usaha pertambangan itu menjadi

kewenangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang

16 philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Admnistrasi Negara, (Jogjakarta: Gajah Mada Press,
2008), 111.
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secara langsung kemaslahatannya dimaksudkan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan diarahkan untuk
meneliti sejauh mana Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang kewenangan perizinan
usaha pertambangan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
memberikan kemaslahatan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga
ketika terjadi permasalahan bisa dipertanggungjawabkan secara jelas baik oleh
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dengan mendasarkan pada
teori maslahat ‘ammah, apakah kewenangan yang diatur dalam undang-
undang tentang pertambangan mineral dan batubara ini telah menempatkan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada fungsinya masing-masing
dalam urusan perizinan usaha pertambangan sehingga dampak dari itu semua
memberikan kemaslahatan kepada masyarakat atau tidak. Secara sederhana,
judul dari penelitian ini adalah “Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan
dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara Perspektif Maslahah ‘Ammah’.

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari latarbelakang masalah di atas, identifikasi dan batasan masalah dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kewenangan perizinan usaha pertambangan sebelum era

otonomi daerah?
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2. Bagaimana mekanisme perizinan usaha pertambangan sebelum Undang-
Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

3. Bagaimana kewenangan perizinan usaha pertambangan berdasarkan
Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara?

4. Bagaimana perspektif Maslahat ‘Ammah terhadap kewenangan perizinan
usaha pertambangan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara?

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini
adalah :

1. Bagaimana mekanisme perizinan usaha pertambangan berdasarkan
Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara?

2. Bagaimana kewenangan perizinan usaha pertambangan dalam Undang-
Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

perspektif Maslahat ‘Ammah?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:
1. Mengetahui pengaturan mekanisme perizinan wusaha pertambangan
berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara.
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2. Mengetahui perspektif Maslahah ‘Ammah terhadap kewenangan perizinan
usaha pertambangan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara.

E. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu

memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya tentang Hukum

Administrasi Negara dan Figh Siyasah di bidang pengaturan kewenangan

Pemerintah Pusat dan Daerah yang berkaitan dengan perizinan usaha

pengelolaan sumber daya alam dan energi. Khususnya bagi civitas

akademika yang menekuni ilmu ketetanagaraan Islam dan administrasi

Negara. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

kajian untuk diteliti lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan memberikan
masukan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan
pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam
dan energi, khususnya bidang pertambangan. Agar tidak terjadi saling
tarik-menarik antara kepentingan Pusat dan Daerah serta hasil dari
pengusahaan itu mampu mensejahterakan masyarakat daerah wilayah
pertambangan.

b. Bagi Pemerintah Pusat, adapun untuk Pemerintah Pusat, kegunaan

penelitian ini adalah agar Pemerintah Pusat dengan memperhatikan
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kepentingan Daerah, memberikan keputusan yang mensejahterakan
masyarakat Daerah terkait dengan pengelolaan hasil pertambangan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat agar kekayaan bumi
Indonesia  dapat  dimanfaatkan  untuk  sebanyak-banyaknya
kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia.
F. Kerangka Teoritik
Dalam penulisan ini, ada tiga hal pokok penting yang dijadikan
sebagai kerangka teori, yaitu :

1. Teori umum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori
maslahat, yang biasa dikenal dengan maslahat ‘ammah atau maslahat
mursalah. Dengan pengertian sebagai berikut :

a. Maslahat secara terminologis adalah memelihara dan mewujudkan
tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi,
keturunan dan harta kekayaan. Oleh al-Gazali dijelaskan bahwa setiap
hal yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari
kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai mas/ahat. Sebaliknya,
setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari
kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadat.”’

b. Adapun kategorisasi maslahat sebagaimana yang dikemukakan oleh
al-Buti tentang kriteria masl/ahat untuk menilai suatu mas/ahat yang
valid secara syar’i. Menurutnya, kriteria mas/ahat itu mencakup lima

hal, yaitu (1) sesuatu yang akan dinilai itu masih berada dalam koridor

'7 Abu Hamid al-Gazali, al-Mustasta...... ,417.
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nass syara’. (2) sesuatu itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an,

(3)tidak bertentangan dengan sunnah, (4) tidak bertentangan dengan

giyas, (5) tidak mengorbankan maslahat lain yang lebih penting.'®

Cc. Maslahat mencakup dua unsur yang padu dan holistik, yaitu
mewujudkan sesuatu yang bermanfaat/baik atau yang membawa
kemanfaatan dan mencegah serta menghilangkan sesuatu yang negatif
atau yang membawa kerusakan, dengan prioritas diberikan kepada
kepentingan umum. '’

2. Selanjutnya adalah pengaturan mengenai kewenangan perizinan usaha
pertambangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang
tercantum dalam Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun izin usaha pertambangan
itu diberikan oleh:

a. Izin usaha pertambangan diberikan oleh Bupati atau Walikota jika
wilayah usaha pertambangan berada dalam satu wilayah kabupaten
atau kota.

b. Izin usaha pertambangan diberikan oleh Gubernur jika wilayah
pertambangan tersebut berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota
dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari

Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

' Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fii al-Syarii’ah al-Islaamiyah,
(Beirut : Muassasat al-Risalah, 2000), 217.

' Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di
Indonesia, Seri Disertasi, (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 95.



15

c. Izin usaha pertambangan diberikan oleh Menteri apabila wilayah
pertambangan itu berada pada lintas wilayah provinsi setelah
mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Berikutnya adalah kewenangan Pemerintah Daerah dalam kaitannya
dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, yakni jenis
bahan tambang tertentu yang khusus menjadi kewenangan Daerah. Dalam
Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara disebutkan secara tersirat bahwa pertimbangan teknis strategis
suatu bahan tambang lebih ditekankan pada pertimbangan kepentingan
nasional, artinya, apabila suatu bahan tambang itu secara teknis bernilai

ekonomis dan dari sisi pertahanan keamanan Negara nilainya strategis

dan vital, maka pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai sebuah penelitian, lazim kiranya penelitian dengan
permasalahan yang saling terkait terjadi. Ada beberapa penelitian
yang tema dan fokus penelitiannya adalah tentang kewenangan

perizinan usaha pertambangan, diantaranya adalah :
a. Sebuah tesis karya Voni Febrilioni yang berjudul “ Penerbitan Izin
Usaha Pertambangan Batubara Melalui Lelang : Usaha Menekan
Jual Beli Izin Usaha Pertambangan Batubara” Fakultas Hukum,

Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2012. Tesis ini

% Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
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membahas mengenai penerbitan izin usaha pertambangan
batubara melalui lelang berdasarkan Undang-Undang No.4 tahun
2009 yang bertujuan untuk menekan jual beli izin usaha
pertambangan yang sering dilakukan oleh pemilik IUP Batubara.
Hasil penelitiannya bahwa dibandingkan dengan Undang-Undang
No.11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan, Undang-
Undang No.4 tahun 2009 lebih baik dalam menekan adanya jual
beli TUP. *'

b. Tesis yang berjudul “ Kebijakan Clean and Clear dalam Menata
Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara” karya Dian Eka
Rahayu Sawitri, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Indonesia, tahun 2013. Fokus penelitian dari tesis ini
adalah mengenai kebijakan clean and clear yang merupakan
instrument dalam menata izin usaha pertambangan mineral dan
batubara yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindakan
pemerintah yang berupa kebijakan clean and clear harus
diapresiasi.”

c. Sebuah disertasi karya Tri Hayati yang berjudul “ Perizinan
Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah :@ Studi

Tentang Pertambangan Timah di Pulau Bangka’, Fakultas

21« Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui Lelang : Usaha Menekan Jual beli Izin
Usaha Pertambangan Batubara”, Tesis, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas
Indonesia, 2012.

22 «Kebijakan Clean and Clear dalam Menata Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara”, Tesis, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2013.
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Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2011. Hasil
dari penelitian disertasi ini adalah bahwa di era otonomi daerah,
kewenangan pemberian perizinan pengusahaan pertambangan
berubah dari yang semula bernuansa sentralistik menjadi
desentralistik. Dalam implementasinya hal tersebut menyebabkan
banyak penafsiran yang keliru, sehingga menghasilkan produk-
produk yang tidak sinkron di berbagai level dan sektor. Sebab
konsep izin usaha pertambangan yang dianut adalah konsep
konsesi.”

d. Sebuah disertasi karya Asmawi, yang berjudul “ Teori Maslahat
dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di
Indonesia”, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010,
yang inti dari penelitiannya adalah bahwa integrasi hukum Islam
ke dalam hukum Negara punya pilihan jalan strategis yang jauh
dari resistensi sosial-politik, dan jalan yang dimaksud adalah
aplikasi maslahat dalam bingkai transformasi dan objektivikasi
hukum Islam ke dalam tatanan hukum Negara.**

Dari  keempat penelitian di atas, tampak perbedaan antara
penelitian yang akan diteliti dalam tesis ini dengan penelitian
terdahulu. Pada tesis yang pertama, fokus penelitiannya adalah pada
perizinan usaha pertambangan batubara dengan cara lelang yang

disinyalir bisa meminimalisir praktik jual beli izin wusaha

2% « Pperizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah : Studi tentang Pertambangan
Timah di Pulau Bangka”, Disertasi, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas
Indonesia, 2011.

H Asmawi, Teori Maslahah...... , 300.
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pertambangan dengan mendasarkan pada Undang-Undang No.4 tahun
2009 dalam persepektif Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Sedangkan penelitian dalam tesis yang akan
penulis teliti ini menggunakan teori maslahat sebagai pirantinya.
Adapun pada tesis yang kedua, fokus penelitian dalam tesis karya
Dian Eka Rahayu Sawitri adalah pada kebijakan clean and clear
Pemerintah terkait dengan perizinan usaha pertambangan mineral dan
batubara. Sementara pada disertasi karya Tri Hayati, lebih
ditekankan pada studi kasus yang terjadi pada pertambangan timah di
Pulau Bangka. Pada disertasi karya Asmawi, fokus pembahasannya
adalah bagaimana teori maslahat secara aplikatif mampu
menerjemahkan relevansinya terhadap perundangan-udangan pidana
khusus. Dengan membandingkan pada keempat penelitian terdahulu,
dapat diketahui bahwa penelitian ini sama sekali baru dan belum ada

pembahasan sebelumnya.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebagai
konsekuensinya maka penelitian kepustakaan (/ibrary research) adalah
jenis penelitian yang digunakan. Yaitu yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku,
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literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian. »°
2. Sumber Bahan Hukum
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka penelitian ini
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data
sekunder dalam bidang hukum sering kali disebut sebagai bahan hukum.
Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah :
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer dari penelitian ini, sesuai dengan objek
penelitiannya adalah :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD
1945)
2) Undang-Undang No.ll tahun 1967 tentang Ketentuan
Pokok-Pokok Pertambangan
3) Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
4) Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan penelitian.
b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah

bahan hukum seperti literatur yang menjelaskan mengenai bahan

% Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2003), 13-14.
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hukum primer,”® seperti naskah akademis perundang-undangan,
rancangan undang-undang, jurnal, tesis, disertasi dan karya ilmiah
para sarjana hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3. Metode Pendekatan.

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan
dua pendekatan. Pertama,  pendekatan penelitian sejarah, yaitu
meneliti sejarah pengaturan mengenai kewenangan perizinan usaha
pertambangan pada masa sebelum reformasi, yaitu dalam Undang-
Undang No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok
Pertambangan, yaitu sebelum era otonomi daerah dan pasca reformasi,
yakni pada era otonomi daerah setelah disahkannya Undang-Undang
No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua,
pendekatan perundang-undangan yakni kesesuaian antara undang-
undang tentang kewenangan perizinan usaha pertambangan dengan

piranti teori mas/ahat.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah metode interpretasi hukum. Yaitu interpretasi
sistematika hukum, yang berupa kaitan ketentuan perundang-undangan
dalam keseluruhan aturan atau pasal-pasal secara utuh. Selanjutnya,

metode yang digunakan adalah melalui interpretasi gramatikal, yaitu dari

% Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1990), 12.
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segi bahasa.’’ Interpretasi sistematika dimaksudkan untuk mengetahui
kaitan antara Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara dengan undang-undang lainnya yang berhubungan
dengan kewenangan perizinan wusaha pertambangan. Selanjutnya,
interpretasi gramatikal itu digunakan untuk memahami konsep-konsep
hukum yang terkandung dalam kedua undang-undang tersebut.
5. Analisis
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan
penelitian pustaka. Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam analisis
bahan hukum ini adalah sebagai berikut : **
a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur
masalah kewenangan perizinan usaha pertambangan.
b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan
klarifikasi tertentu.
c. Bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan ini
dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Secara teknis, analisis dari penelitian ini adalah berdasarkan pada
sejarah perundang-undangan tentang pertambangan dan perubahannya
serta faktor yang mempengaruhi perubahan itu. Selanjutnya, dengan teori
maslahat "ammah sebagai pirantinya, maka kewenangan perizinan usaha

pertambangan akan dianalisis berdasarkan teori tersebut.

27 philipus M.Hadjon, Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika, Majalah Fakultas
Hukum Universitas Airlangga, No.6, Th.IX, Nopember-Desember 1994, 6.

%8 3. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik; Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1998), 126.
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I. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini, sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I, adalah bab pendahuluan. Dalam bab ini, menguraikan tentang
latar belakang masalah, rumusan masalah yang merupakan tema pokok
penelitian yang akan dianalisis, kegunaan penelitian, metode penelitian yang
akan digunakan untuk meneliti objek penelitian serta sistematika pembahasan
penelitian.

BAB 1I, adalah tentang kajian teoritik. Pada bab ini, akan diuraikan
mengenai teori kewenangan dan perizinan serta teori masl/ahat secara rinci.
Yaitu sejarah kemunculan teori ini dan perkembangannya, kategorisasinya dan
aplikasinya di era kontemporer.

BAB III, adalah isi. Dalam bab ini, secara garis besar akan
menguraikan tentang kewenangan perizinan usaha pertambangan dalam
Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara. Bab ini adalah sentral dari penelitian ini. yaitu berkaitan dengan
bagaimana kewenangan perizinan usaha pertambangan pada masa berlakunya
Undang-Undang No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok
Pertambangan, dan bagaimana kewenangan perizinan usaha pertambangan
setelah berlakunya Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara Kewenangan perizinan usaha pertambangan.

BAB 1V, adalah analisis, yaitu tentang bagaimana kewenangan izin
usaha pertambangan itu diatur dalam undang-undang no.4 tahun 2009

menurut hukum administrasi Negara dan bagaimana kewenangan perizinan
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usaha pertambangan dalam undang-undang minerba berdasarkan teori
maslahat ‘ammabh.

BAB V, yakni penutup. Pada bab ini akan diuraikan mengenai
kesimpulan dari penelitian ini sekaligus rekomendasi dengan berdasarkan pada

hasil dari penelitian ini.



